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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:

EMALIANA MAUDINA binti YUDHI SURYANA, umur 19 tahun, agama
Islam, pekerjaan Karyawati Alfamart,
pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan
A.Yani (Simpang Empat Banjarbaru), Gang
Jamrud, RT.03/RW.01 Kelurahan Sungai Ulin,
Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru,

sebagai Penggugat;
MELAWAN

HARIS FADILLAH bin PAJERI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan
sopir, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan
Mistar Cokrokusumo (dekat Hotel Cahaya Ratu
Elok), RT.48/RW.03, Kelurahan Sungai Besar,
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota

Banjarbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April
2016, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di
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Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor
225/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 26 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di
Kota Banjarbaru pada tanggal 12 November 2015, yang tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0254/13/X1/2015 tertanggal 12
November 2015;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus
perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan hingga saat ini antara
Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat
sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 2 bulan dan terakhir
kumpul di alamat tersebut;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan
belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, akan
tetapi sejak itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut,
saling diam dan acuh;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut disebabkan:

a. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat sehingga membuat
Penggugat merasa tidak senang lagi kepada Tergugat;

b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada
hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
pada Januari 2016 berawal dari permasalahan Tergugat yang tetap tidak

mau mengubah sifat serta sikapnya terhadap Penggugat hingga akhirnya
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akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling
pedulikan lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama
kurang lebih 3 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat
keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada
kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk
menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun
dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta
mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang
demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah
mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak
sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan — alasan tersebut di atas, maka Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,
memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HARIS FADILLAH bin
PAJERI) terhadap Penggugat (EMALIANA MAUDINA binti YUDHI
SURYANA);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);
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Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar
berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada
dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat
tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahan sebagaimana gugatan
semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0254/13/X1/2015 tanggal 12 November
2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian
kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian
diberi tanda P;

B. Saksi

1. MAYA APRINA binti H. ISKANDAR HUSIN, umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A.Yani
(Simpang Empat Banjarbaru), Gang Jamrud, RT.03/RW.01 Kelurahan
Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2015;

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
dirumah saksi di Gang Jamrud, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
dikaruniai keturunan;

- Bahwa dari awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran yakni setelah 2
minggu menikah;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena saksi
melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir setiap hari;

- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis dan dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka
berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul tempat tinggal
(pisah) sejak bulan Januari 2016;

- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama
adalah Tergugat;

- Bahwa selama ini saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk
rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin
becerai dengan Tergugat;

- Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat
untuk mengajak kumpul dan rukun lagi;

2. H. MAHMUD SIDDIQ bin M. SYARWANI, umur 36 tahun, agama Islam,
pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani (Simpang Empat
Banjarbaru), Gang Jamrud, RT.03/RW.01 Kelurahan Sungai Ulin,
Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan ibu

Penggugat 3 tahun yang lalu;
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- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;

- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
dirumah ibu Penggugat di Gang Jamrud, Kelurahan Sungai Ulin,
Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai keturunan;

- Bahwa dari awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran dalam bentuk
cek-cok mulut;

- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir
setiap hari;

- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis dan dan sering terjadi pertengkaran adalah Tergugat tidak
perhatian kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata-kata kasar
yang menyakitkan hati Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul tempat tinggal
(pisah) sejak 4 bulan yang lalu;

- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama
adalah Tergugat;

- Bahwa selama ini saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk
rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin
becerai dengan Tergugat;

- Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat

untuk mengajak kumpul dan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan
saksi-saksi tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak

mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatannya
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serta mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan
putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah
bukti otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup,
dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan
Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok
permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok
permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan
harmonis sejak awal pernikahan, disebabkan Tergugat sering bersikap kasar
kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat
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telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3)
tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat
disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk
menghindari kemudaratan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih
baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f)
Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “Antara suami dan isteri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim
berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstentifikasi terhadap ketentuan
perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf
() Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi
Hukum lIslam, bahwa selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut
atau fisik yang sering terjadi pada Penggugat dan Tergugat, juga dapat
diartikan sebagai berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam
rentang waktu yang tidak lazim sebagai suami isteri yaitu sekitar 3 bulan,
sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang
terdapat dalam Hadits Nabi SAW yang terdapat dalam Sunan lbnu Majah Juz |
halaman 736, yang berbunyi:

D5 5y
Artinya:  “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat
kemudharatan”,

Juga kaidah figih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman
62, yang berbunyi:

Al Gla e axta aulialle

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik

kemaslahatan™;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan
hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap
Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan,
maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai
maksud pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam beserta
penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada
Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi
boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa
iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain
sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama
sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan
mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b
dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, diperintahkan untuk
mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (HARIS FADILLAH bin
PAJERI) terhadap Penggugat (EMALIANA MAUDINA binti YUDHI
SURYANA);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk
mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru
Utara, Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016
bertepatan dengan tanggal 26 Sya’ban 1437 Hijriyah, oleh kami ZULKIFLI,
S.El, sebagai Ketua Majelis, MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., dan H. EDI
HUDIATA, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AGUSTIAN
RAIHANI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ZULKIFLI, S.El
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H. MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUSTIAN RAIHANI, S.H.1.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp  30.000,-
2. Panggilan : Rp 250.000,-
3. Proses/ATK : Rp  50.000,-
4. Redaksi ; Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 341.000,-
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